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WALIKOTA SORONG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
NOMOR    25  TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 13   
TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  

DI KOTA SORONG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SORONG, 
 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (3) Pasal 2 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran   dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,  maka Peraturan 
Daerah Kota Sorong Nomor 13  Tahun 2009 tentang Bantuan 
keuangan kepada Partai Politik di Kota Sorong perlu dilakukan 
Perubahan; 

 

Mengingat   : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya 
dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya 
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3960); 

 

2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4884); 
 

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004              
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008                
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan  Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                
Nomor  5233); 

 
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012                
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5316); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4593); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5                
Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5352); 

  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaiman 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, 
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik; 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 
dan 

WALIKOTA  SORONG, 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 13 TAHUN 
2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI 
POLITIK. 

 
Pasal   I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Sorong diubah sebagai 
berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :  
 

Pasal 3 
   

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan 
jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Sorong. 

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

 
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :  
 

Pasal 4 
 

(1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan 
kursi di DPRD Kota Sorong yang bersumber dari APBD Kota Sorong adalah 
jumlah bantuan APBD Kota Sorong tahun anggaran sebelumnya dibagi 
dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Sorong periode 
sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum. 

(2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kota Sorong setiap tahun kepada 
partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 
periode sebelumnya dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 
 


